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ABSTRAK

LA ODE MUHAMMAD ALAN WARDANI, Dasar Penerapan
0384/H.05/FH.UMI/11/2020, Program Studi Hukum Administrasi Negara,
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, menyusun skripsi dengan judul:
“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBANGUNAN DESA” Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Said
Sampara, SH., MH., dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan dan
pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa dan
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kogholifano,
Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain
jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian
lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

dalam kenyataan di masyarakat

Dari hasil analisi data, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi Kepala Desa.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa kurang efektif dalam pelaksanaannya, dapat dilihat pada
fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap aspirasi masyarakat
yang belum maksimal dikarenakan kurangnya pehaman masyarakat dan Anggota

BPD mengenai fungsi BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
membagi daerah indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan
bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terbawah adalah desa dan/atau
kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem
dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada

dibawah pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era reformasi pada hakekatnya
adalah Proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas kebawabh,
sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma tersebut,
mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki
hak serta wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sebagai
mana diatur dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia
atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemeerintahannya

ditetapkan dengan undang-undang.*

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan
bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

! HAW.Widjaja, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hal 1.



dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda). Landasan filosofis lahirnya Undang-undang tersebut
didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak
tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan
mewujudkan cita-cita kemerdekaan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengamanatkan pengaturan Desa
menggunakan Peraturan Derah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan Desa akan lebih efektif
dan efisien dikarenakan Peraturan Daerah tersebut berpedoman pada peraturan
pemerintah yang dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Desa yang diatur

dalam Undang-undang tersendiri.

Perencanaan pembangunan pedesaan terus berupaya membangun desa

kearah yang lebih baik. Dari kegiatan ini timbul ide dan rencana-rencana yang

? Pasa 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



antara lain bertujuan untuk membebaskan membebaskan masyarakat dari

belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan kepicikan berfikir yang tradisional.®

Secara yuridis, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir
berdasarkan amanah Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, yang menyebutkan: “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diataur dalam
undang-undang”. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum

indonesia terbentuk.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sama halnya dengan tingkat
Daerah maupun Pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja
sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian
kekuasaan. Begitu pula ditingkat Desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya
kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu juga oleh perangkat desa
yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, didalam UUDes,
mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

® Buddy Prasadja, 1980, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya, CV. Rajawali,
Jakarta, hal 1.



Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari
perwujudan demokrasi ditingkan Desa. BPD mempunyai pengaru yang sangan
penting dalam pemerintahan desa, Vyaitu untuk menggali, menampung,
menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD ditingkat desa
menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah, khusunya bagi kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan desa itu sendiri. Upaya yang dilakukan pemerintahan Desa dlam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa telh banyak dilakukan melalui
berbagai macam program namun belum berjalan sebagai mana mestinya. Untuk
itu disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik
puncak bagi seluruh masyarakat Desa khususnya Kepala Desa dan Perangkatnya

untuk membenahi struktur pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016, dijelaskan

bahwa BPD mempunyai wewenang:

a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan
aspirasi;

b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara
lisan maupun tertulis;

c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;

e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
kepada pemerintah desa;

f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa;

g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan pemerintahan desa serta mempelopori
penyelenggaraan  pemerintahan desa berdasarkan tata kelola
pemerintahan yang baik;

h. Menyusun peraturan tata tertib BPD,;



i.  Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil
kepada Bupati/Wali kota melalui camat;

J. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD
secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan
anggaran dan pendapatan belanja desa;

k. Mengelola biaya operasional BPD;

Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa

kepada kepala desa;

m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan, dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah No0.110 Tahun 2016,

Anggota BPD mempunyai hak:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan dan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa;

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
anggaran pendapatan dan belanja desa.”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, olehkarenanya BPD
sebagai badan permusiawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disaamping
menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan

masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi

representasi (Perwakilan).’

Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja. Masing-

masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa.
® Tahir Irawan, 2007, Prospek Pengembangan Desa, CV Fokus Media, Bandung, hal 35.



(dinamika) itu berasal. Artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja
sama dalam penetapan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan
kepala desa untuk merumuskan peraturan desa. Untuk melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk
membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Mengingat bahwa BPD
dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan Kepala desa tidak
boleh saling menjatunkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan
koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang mantap dalam proses perumusan

kebijakan desa yang merupakan perwujudan dari peraturan desa.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan
ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama
antara BPD dan pemerintah desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi
kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu

sendiri.

Pokok permasalahan dalam hubungan BPD dengan kepala desa dalam
perumusan peraturan desa yang terjadi adalah Kepala desa dan BPD kurangnya
koordinasi dan solidaritas pada tahap formulasi kebijakan sehingga
mengakibatkan hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat
mencapai hasil yang optimal sesuai yang diharapkan masyarakat yaitu perumusan
kebijakan yang partisipatif, transparansi dan responsif. Kurangnya koordinasi dan
solidaritas kedua lembaga inipun membuat perumusan kebijakan tidak berjalan
secara efektif dan efisien. Prkatek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis

dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga Kepala desa



tanpa harus melibatkan masyarakat. Disisi lain, ketentuan perundang-undangan
yang mengatur mengeenai fungsi kapasitas dari anggota BPD. Artinya kedua
instrument, BPD dan Kepala desa kurang memahami tupoksinya masing-masing.
Misalnya dalam proses-proses perencanaan dan  penyusunan  serta
penetapan/pengesahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembaangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes), peraturan desa pembentukan lembaga
kemasyarakatan, pelaksanaan peraturan, Peraturan Desa tentang Keuangan Desa

dan lain sebagaainya.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi pemerintah desa yang efektif
mutlak diperlukan karena pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki
peran dan potensi yang cukup besar dalam proses perumusan desa. Selain itu,
Kepala desa dan BPD seyogyanya merupakan unsur pemerintah desa yang harus

bersama-sama dalam menetapkan, menyetujui dan merumuskan peraturan desa.

Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis
tertarik meneliti dan membahasnya dengan terlebih dahulu merumuskan judul
penelitian yaitu “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pelaksanaan Pembangunan Desa” di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih,

Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat

dirumuskan permasalaahan sebagai sebagai berikut:



1.

Bagaimanakah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa?

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa
Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi

Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

1.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

Untuk mengetahui pengaturan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kogholifano,
Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaam
fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan
pembangunan di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten

Muna, Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan ini

maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan
bagi perangkat desa serta BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai

aparat desa.



2. Sebagai data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan
untuk mendalami permasalahan yang berkaitan dengan kerja sama
pemerintah desa dengan BPD khususnya dalam bidang pembangunan

desa.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu.
Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang
menggambarkan dari sudut manaa massalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori
merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proposisi untuk
menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan

hubungan antar konsep.

A. Tinjauan Umum Desa
1. Pengertian Desa

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya
masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara
Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain
sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang
sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat
istiadat dan dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain
ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin
merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.®

Kata desa berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti

tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk

®Haw. Widjaja, 2003, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4.
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pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas
yang jelas.” Menurut defenisi umum, desa adalah sebuah aglomerasi
pemukiman diwilayah perdesaaan.® Di Indonesia istilah desa adalah
pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh

kepala desa.
Pengertian tentang Desa menurut Undang-undang adalah:

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1,° Desa
adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa
adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal ursul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.™

Peraturan Penerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
Pasal 1, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

" Yayuk Yuliati, 2003, Struktur Fisik Desa, Malang UB Press, Jakarta, hal 24.

® Hardjatno, 2007, Defenisi Desa dan Karakteristik Desa, Rumah Suluh, Yogyakarta, hal 26.

° Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

19 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1 pasal 1 Peraturan Penerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Penjelasan Mengenai
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masyarakat, hak asal ursul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengertian Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari
sistem penyelenggaran pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa
bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan

tersebut kepada Bupati.*

Perihal susunan organisasi Pemerintahan Desa, ketentuan Pasal 200
Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Menyebutkan “Dalam
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang

terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratn Desa*,

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 dan 3:

a) Ayat 2 ‘“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b) Ayat 3 “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23 dan
25:

a) Pasal 23 “Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa.

b) Pasal 25 “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan

12 Haw. Widjaja, Op.cit., hal 3.
3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Desa.
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yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama
lain”.

3. Pengertian Kepala Desa
Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain
merupakan Kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat atau yang disebut
dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai
perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai
pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip
pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:'
a) Sebutan Kepala Desa/Desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal.
b) Kepala Desa/Desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah
Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat.
c) Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat

setempat, kecuali Bagi Desa Adat dapat menggunakan Mekanisme
Lokal.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014, Kepalaa Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa dan pemberdayaanmasyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya,

Kepala Desa berwenang:

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.

b) Mengangkan dan memberhentikan perangkat desa.

¢) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
d) Menetapkan peraturan Desa.

e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

f) Membina kehidupan masyarakat Desa.

g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

14 penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
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h) Membina dan meningkatkan  perekonomian desa  serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.

1) Mengembangkan sumber pendapatan desa.

J) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan massyarakat desa.

k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

I) Memanfaatkan teknologi tepat guna

m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

n) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuassa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

0) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.™

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Desa Wajib:

a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap
akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada
akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

¢) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir
tahun anggaran.

d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir
tahun anggaran.'®

Dari penegasan Pasal 27 tersebut dapat disimpulkan bahwa
Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan
Desa tetapi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dengan
menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan.
Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa hanya

wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan

1> pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
1¢ pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
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setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi
kepada masyarakat Kkinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara
tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, Badan
Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa apabila

tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya.*’

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan
permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati
berbagai kebijakan dalam pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan
kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta
meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa
dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyeelenggaraan
musyawarah Desa.

Dalam melaksanakan keweneangan yang dimilikinya, untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan
Desa sebagai lembaga legislatif (menetapkan kebijakan Desa) dan
menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat ditingkat desa.
Sehingga Badan Permusyawaratan Desa menjadi tumpuan harapan
masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan

1" Ni’matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa. Setara Pres, Malang, Jatim, hal 221.
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desaa itu sendiri. Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa merupakan
hasil reformasi sebagai upaya perwujudan demokrasi ditingkat desa.*®
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaran Desa untuk memusyawahkan atau menyepakati hal yang
bersifat strategis dalam penyeelenggaran Pemerintahan Desa. Hasil
Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam
keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan
Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan
Desa. Hal strategis yang dimaksudkan meliputi'® :
Penataan Desa
Perencanaan Desa
Rencana investasi yyang masuk ke Desa
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Penambahan dan pelepasan aset Desa
Kejadian luar biasa.

~® 00T

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawarat Desa
menurut keteentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
adalah:

a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

c) Berusia paling rendah 20 Tahun atau sudah/pernah menikah.

8 LA Ode Januria, 2017, “Efektifitas Badan Perwakilan Desa Terhadap Pelaksanaan
Demokratisasi Desa Desa Matahora Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi”,
Skripsi, Program Studi Kekhususan Hukum Tata Negara, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS
HALUOLEO, Kendari, hal 23.

¥ Ni’matul Huda, Op.Cit., hal 216.
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d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat.

e) Bukan sebagai Perangkat Desa.

f) Bersedia dicalonkanmenjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

g) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Di dalam Pasal 61 Undang-undang Desa ditegaskan, secara

kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

¢) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya
dari anggarran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Adapun secara personal, menurut ketentuan Pasal 62 Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan

Desa berhak:

a) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.

b) Mengajukan Pertanyaan.

c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat.

d) Memilih dan dipilih.

e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
B. Pembangunan

Pembangunan adalah dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam

serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk
menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu

disuatu Negara. Sedangkan pembangunan Desa adalah proses perubahan yang

terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat
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beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan
spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di Desa.”

Pembangunan Desa untuk memajukan perekonomian bangsa kini telah
memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Undang-undang Desa. Dalam
implementasinya, Undang-undang Desa memiliki beberapa tujuan utama,®* Yaitu:

a) Pengakuan dan status hukum pada sistempemerintahan setingkat
desa yang beragam di Indonesia.

b) Mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat.

¢) Mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya.

d) Meningkatkan pelayanan untuk semua orang melalui lebih

sanggupnya pemerintahan desa.
e) Mendorong pembangunan oleh warganya sendiri.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari

berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tersebut.?

Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan minat bai tersebut
tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Disamping
itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan
dalam mengejar target pembangunan teertentu dan juga terjadi pelanggaran
norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan. Kegagalan usaha tersebut
dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dialaksanakan justru
memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa.
Perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan semua aspek dari

pembangunan adalah perencanaan yang berssifat dari atas ke bawah (top down

29 Http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/konsep-pembangunan-desa. html?m=1.

2! Susanto, 2019, Panduan Pengembangan Desa dan Kelurahan Ramah Anak, Erlangga, Jakarta,
hal 2.

22 Haw. Widjaja, Op.cit., hal 55-56.
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planning), dimana pendekatan seperti itu hanyamenjadikan masyarakat sasaran

pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan).?

Proses pengelolaan pembangunan Desa adalah sebagai berikut:?*

a)

b)

Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat utama untuk
memilih,merencanakan untuk masa yang akan datang,cara untuk
mengalokasikan sumber daya serta alam untuk mencapai sasaran,
dan apa bila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya
diharapkan dapat menjawab semua permasalahan,memenuhi
kebutuhan masyarakat,berdaya guna dan berhasil guna serta
mencapai tujuan yang diinginkan,maka perencanan itu sangat
diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah,
efektif dan efisien dalam pembangunan sumber daya dan
dana.sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri
merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik
melalui apa yang dilakukan secara terencana.
Pelaksanan

Pada tahap penetapan dan pelaksanan perlu diadakan
penyorotan terhadap kekuatan social dalam masyarakat,dan

disamping itu juga perlu di adakan pengamatan terhadap

2 Haw. Widjaja, Op.Cit., hal 22.
2% Hanifa Dwi Estikawati, “Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Dalam
Proses Pembangunan Desa di Desa Sindu Agung Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu

Timur.  Skripsi,

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS

HASANUDDIN, Makassar, hal 46.
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perubahan socigal yang terjadi. Sebagaimana dipaparkan dalam
UU No.32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori
kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelolah
desa, yaitu: pemeritah desa, badan pemusyarawatan desa dan
lembaga kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut
disebutkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan  di
dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang
memilikih peranan dalam tata kelolah desa, yaitu: pemerintah
desa, badan permusyarawatan desa dan lembaga kemasyarakatan.
Dalam undang-undang tersebut di sebut bahwa penyelenggaraan
urusan pemerintahan di  tingkat desa (pemerintah  desa)
dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyarawatan
desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan di negeri ini.
Monitoring atau Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus
proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat
dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca
hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Monitoring sering
dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan

bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang
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digunakan dan waktu yang ditetapkan. Monitoring merupakan
aktifitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk
memberikan  informasi  terhadap  perencanaan  dalam
mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahap
implementasi.

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap evek
pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan ataupun
kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi
bertujuan:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan

2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada

kelompok sasaran

3. Mengetahui dan  menganalisis  konsekuensi-

konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/pikiran dan
emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya
untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai
tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang
bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang

direncanakan dan dilakukan.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian
hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode
penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan
meneliti  bagaimana berkerjanya hukum dilingkungan  masyarakat.
Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di
masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai
penelitian hukum sosiologis.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-
fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan
pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung
efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsinya
khususnya dalam pengawasan dan kerja sama terhadap Pemerintah Desa

terkait perencanaan pembangunan Desa.

B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan
data dengan sasaran penelitian Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih,

Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
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C. Sumber Data
1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang didapat secara langsung dari
sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti.
Dimana pun para informan ini berada peneliti mendatangi dan melakukan
wawancara untuk mendapatkan hasil atau data yang falid dari informan
secara langsung agar menggambarkan hasil penelitian lebih mudah. Adapun
informan dalam penelitian adalah:

a) Kepala Desa

b) Ketua BPD

c) Sekretaris BPD

d) Kepala Dusun

e) Tokoh Masyarakat atau Masyarkat
2.  Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka
untuk mengumpulkan data-data dari buku-buku, peraturan-peraturan serta

dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian

adalah sebagai berikut:
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1. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan
yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara
antara peneliti ddan informan face to face, kemudian peneliti
mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti  masalah
penelitian kepada informan, kemudian informan memberikan
jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal
dengan teknik wawancara yaitu proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara pewawancara dengan informan.
2. Librari Reseach
Cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku
yang ada hubungannya dengan penelitian atau literatur-literatur
yang ada hubungannya dengan penelitian.
3. Penelusuran data online dengan menggunakan fasilitas internet
Dengan perkembangan teknologi yang ada. Maka banyak
terdapat tulisan-tulisan yang sifatnya online pula. Baik berupa
artikel, jurnal maupun skripsi dan banyak lagi hasil karya yang
dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan suatu karya
ilmiah. Menggunakan fasilitas internet pula lebih mempermudah
penulis untuk melakukan browsing® mengenai bahan yang

dibutuhkan untuk menulis.

2* Browsing adalah bahasa inggris, yang dalam bahasa Indonesia artinya pencarian.
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E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis data
kualitatif. Dalam peneelitian kualitatif tersebut pengelolaan data tidak harus
dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah
pengelolaan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses
analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data dari hasil
wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan

sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Pembangunan Desa
Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja
pemerintah desa. Pengertian mitra kerja disini adalah bahwa BPD dan Pemerintah
Desa bersama-sama dalam urusan pemerintahan desa termaksud dalam

merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain
adalah  Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan
secara demokratis. Haw Widjaja mendefenisikan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) adalah permusyawaratan yang dilakukan terdiri dari pemuka masyarakat di
desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa,
menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi
penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian Moch. Solekhan menerangkan
bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan

pemrintahan desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan
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pemerintahan Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaran Desa untuk
memusyawahkan atau menyepakati hal yang bersifat strategis dalam
penyeelenggaran Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk
kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar
oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan
kebijakan Pemerintahan Desa. Hal strategis yang dimaksudkan meliputi®® :
Penataan Desa
Perencanaan Desa
Rencana investasi yyang masuk ke Desa
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Penambahan dan pelepasan aset Desa
Kejadian luar biasa

D OO o

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai penyelenggaraan
pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan  keterwakilan ~ dan  ditetapkan  secara  demokratis.badan
Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang
menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

%6 Ni*matul Huda, Op.Cit., 216.
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c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Secara khusus Badan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permjsyawaratan
Desa. Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

BPD memiliki fungsi untuk :

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2017, Badan
Permusyawaratan Desa Berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan

fungi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
b. K)/Iisr?ampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan
permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan
fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat
Desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi
dari masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan

Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan

Permusyawaratan Desa Berhak :
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a.

b.

Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Menyatakan pendapat ata penyelenggaraan Pemrintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai

wewenang Yyang di atur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Muna

Nomor 10 Tahun 2017, anggota Badan Permusyawaratan Desa berwenang :

Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapakatkan aspirasi
Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan
dan tertulis

Mengajukan rancangan peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa

Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa

Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan Kkestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada
Bupati muna melalui Camat

Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis kepada Kepala Desa untuk
dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
Mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar Kelembagaan Desa
kepada Kepala Desa

. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan

evaluasi penyelenggaraan PemerintahanDesa.
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B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
Desa Kogholifano merupakan salah satu dari enam desa yang ada
dikecamatan pasir putih kabupaten muna. Desa kogholifano merupakan salah
satu yang terletak dibagian barat Kecamatan pasir putih dengan luas wilayah 2
KM?® dan secara administratif terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun

Kotomunano dan Dusun Samudra.

Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku
warga masyarakat, salah satu masalah yang dihadapi di bidang ini adalah ketidak
efektifan hukum. Ketidak efektifan hukum akan muncul apabila ada faktor-faktor
tertentu yang mempengaruhi hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat
berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum dan golongan-golongan lain
dalam dalam masyarakat. Faktor-faktor inilah yang harus di identifikasi, karena
merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang
dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai untuk

mencapai tujuan tersebut.

Berbicara mengenai efektivitas hukum maka kita berbicara tentang sebuah
penilaian terhadap sistem hukum yang kompleks. Terdapat berbagai macam
komponen/faktor/unsur yang bekerja, saling berhubungan dan saling
mempengaruhi dalam suatu sistem hukum yang mana ketika semua faktor bekerja
dengan baik maka dapatlah dikatakan suatu sistem hukum bekerja dengan dengan

efektif.
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Lawrence M. Friedman membeberkan tiga komponen masing-masing,

yaitu:

a. Struktur, keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta
aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan polisinya, kejaksaan
dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

b. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum,
baik yang tertulis, maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-
keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan bertindak, baik bagi
para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan
berbagai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum.?’

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawarat Desa di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten
Muna, Sulawesi Tenggara, perlu dijelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dan kemudian menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga
penulis dapat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa

1. Pelaksanaan Funsi Badan Permusyawaratan Desa
Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih profesional dituntut
adanya hubungan dan kerja sama yang harmonis antara Badan
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, hal ini dimaksdukan agar
terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara

Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik

dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang

2T Achmad Ali, 2010, Menguak teori hukum (legal theori) dan teori peradilan (judicialprudence)
termasuk interprestasi Undang-undang (legisprudence), kencana prenada media group, Jakarta,
hal 204.
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lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek
dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut
senada dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa
Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan
peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan
kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang undangan
desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang

lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.?

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra
kerja pemerintah desa. Pengertian mitra kerja disini adalah bahwa
BPD dan Pemerintah Desa bersama-sama dalam urusan pemerintahan
desa termaksud dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan
seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Ali Bakri, selaku
Sekretaris Desa Koghoifano, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa dan BPD sebagai mitra kerjasama dalam
ur3usan pemerintahan didesa, merumuskan dan menetapkan

28 Moch. Solekhan, 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat,
Setara press, Malang, hal 56.
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suatu kebijakan, membuat suatu keputusan termaksud
peraturan desa” %

Tidak jauh berbeda dari apa yang di katakan oleh Sekretaris
Desa Kogholifano, terkait dengan pertanyaan yang serupa, Menurut
Bapak La Nasrudin selaku Wakil Ketua BPD, mengatakan bahwa :

“BPD selalu bersama sama dengan pemerintah desa dalam
menetapkan peraturan desa, karna antara BPD dan
g)oemerintah desa merupakan mitra dalam pemerintahan desa”.

BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan
pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa

proses antara lain sebagai berikut :

1) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk
menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan
menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.

2) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa,
demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan
rancangan peraturan desa.

3) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau
menyempurnakan rancangan peraturan desa.

4) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah
desa untuk diagendakan.

5) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih

satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

2 WawancaraPenulis dengan Muhammad Ali Bakri, tanggal 7 september 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.

%0 Wawancara Penulis dengan La Nasrudin, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.
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Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Desa Kogholifano
mengacu kepada peraturan yang ada, bahwa BPD berfungsi
menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Bersama dengan
Kepala Desa. Berikut wawancara dengan sekretaris BPD

“Dalam menjalankan fungsi legislasi telah merumuskan dan
menetapkan peraturan desa. Sampai saat ini telah tercatat dua
keputusan yang telah dihasilkan oleh BPD Desa Kogholifano
diantaranya adalah tentang APBDes. Peraturan Kepala Desa
ini  diketahui dan disetujui oleh BPD untuk bisa
dipertanggungjawabkan ~.**

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat
Desa Kogholifano:

“Dalam Proses pembuatan peraturan desa, APBDes atau apa,
kami selalu dilibatkan, kalau tidak salah ada 2 peraturan desa
Koghol?,i;ano, yang telah dibuat oleh pemerintah desa dan
BPD .

Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam
menetapkan Peraturan Desa berdasarkan wawancara dengan La Ode
Mushabil selaku Ketua BPD, adalah sebagai berikut:

“Dalam merumuskan Perdes, BPD menampung aspirasi dari
masyarakat desa seperti usulan-usulan masyarakat tentang
pembangunan jalan, pembangunan jembatan, Pembangunan
Jaringan Perpipaan, Pengadaan Alat Tangkap Nelayan,
kemudian menyampaikannya pada pihak pemerintah desa
yang diwakili oleh Bapak La Ode Abdul Jabar selaku
PJ.Kepala Desa. Dan kemudian di proses oleh pihak
pemerintah desa sebelum ditetapkan bersama-sama BPD .3

%! Wawancara Penulis dengan Kartina, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
%2 Wawancara Penulis dengan La Ode Mbaliana, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.

%% Wawancara Penulis dengan La Ode Mushabil, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.
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Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kogholifano, Kecamatan
Pasir Putih, Kabupaten Muna, kedudukan BPD sebagai mitra kerja
pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD
dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan

peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Adapun tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa) secara lebih Detail Runtutan proses

kegiatan dalam penyusunan RPJMDes Desa sebagai berikut :

1) Musyawarah Dusun/ Penjaringan Masalah dan Potensi.

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Tim
Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari LKMD, Tokoh
Masyarakat, relawan dan Unsur Pemerintah Desa serta BPD.
Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif bertanggung
jawab secara institusional kepada LKMD, dan kepada publik
lewat mekanisme Lokakarya Desa. Untuk menggali data potensi
dan masalah yang ada di Desa, Tim Perencanaan Partisipasi
menggunakan empat alat dengan metode Participatory Rural
Appraisal (PRA) sebagai berikut: Sketsa Desa, Kalender Musim,
diagram kelembagaan, Anggota Rumah Tangga Miskin (A-
RTM) Pra Sejahtera dan Sejatera. Proses penjaringan masalah
dan potensi ini dilakukan dalam pertemuan dusun (Musyawarah

Dusun) yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat,
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Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat dari dusun

tersebut.

2) Musyawarah Perencanaan Partisipatif Tingkat Desa.

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan

dalam Musrenbang di Tingkat Desa dengan tahapan sebagai

berikut :

a)
b)

c)
d)

f)

Mengelompokkan masalah-masalah dari hasil
musyawarah Dusun.

Menyusun Sejarah Desa

Menyusun Visi Misi Desa

Membuat skala prioritas, pembuatan skala prioritas ini
bertujuan untuk mendapatkan skala prioritas masalah yang
harus segera dipecahkan. Adapun tehnik yang digunakan
adalah dengan menggunakan ranking dan pembobotan.
Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah, setelah
semua masalah diranking berdasarkan criteria yang
disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun
alternative tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai
tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan
masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah
dengan potensi yang ada.

Menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana
Pembangunan Skala Desa dan Pembangunan Skala
Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam lokakarya ini adalah

tersusunnya draf RPJMDes.
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3)

4)

5)

Musrenbang Desa-Pembahasan Draf RPJMDes

Pada tahap selanjutnya dari  Lokakarya
Perencanaan Partisipatif oleh Tim Perencanaan Partisipatif
hasil yang dicapai masih berupa draf Dokumen RPJMDes,
yang oleh LKMD kemudian dikonsultasikan kepada
publik melalui MUSRENBANG Desa untuk mendapatkan
tanggapan/masukan dari masyarakat serta narasumber,
usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh
forum akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDes.
Pengesahan RPJMDes

Draf RPJMDes yang sudah direvisi kemudian
ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Peraturan
Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Kogholifano.
Sosialisasi RPJMDesa

Sosialisasi RPJMDesa dilakukan ditiap dusun
melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di
papan informasi yang ada, baik papan informasi Dusun
dan Desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD dan
pemerintah desa Kogholifano telah mengeluarkan 2 (dua)
peraturan desa yaitu Peraturan Desa Kogholifano No. 3
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan
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Desa Kogholifano No. 3 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun

2015.

Pada pembuatan APBDes, pemerintah desa mengundang BPD
dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai
materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes yang telah
disusun oleh  pemerintah dan dibahas bersama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian diserahkan kepada BPD
untuk disetujui. Hal ini sesuai dengan apa yang di utarakan oleh bapak
Ushar salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kogholifanoyang
mengatakan:

“Pemerintah desa dan juga BPD selalu melibatkan kami, untuk

turut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan di
keluarkan ~.*

Begitupun dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Abungkari
selaku Kepala Dusun Samudra tidak jauh berbeda dari yang di
sampaikan oleh bapak Ushar beliau mengatakan bahwasanya:

“Pemerintah desa dan BPD selalu melibatkan tokoh
masyarakat, Kepala Dusun, ketua RK, RW, Pemuka agama,
tokoh pemuda dan unsur-unsur lain untuk turut andil dalam
menentukan arah pembangunan di Desa Kogholifano yang di
laksanakan oleh pemerintah Desa » 3

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan

% Wawancara Penulis dengan Ushar, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
%5 Wawancara Penulis dengan Abungkari, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
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Permendagri Rl No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan
desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun
program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut
sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang
Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan
dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa

tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa
fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan
desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap
perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah
dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat.
Hal ini mebuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di desa

Kogholifano telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk
menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-
keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk

disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah
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desa. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang

keberadaan dan peranan BPD.*

Selanjutnya suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat
disampaikan melalui anggota BPD, anggota BPD tersebut
menyampaikannya kepada Ketua BPD untuk mengadakan rapat
pembahasan dengan mengundang Pemerintah desa (Kepala desa)
dan/atau perangkatnya dalam suatu rapat mejelis untuk selanjutnya
mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya aspirasi
tersebut.’

Berbicara masalah  fungsi  keterwakilan dari Badan
Permusyawaratan Desa yang mana tertuang dalam Undang-undang
nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan fokus penelitian yang
dilakukan peneliti di desa Kogholifano Kecamatan Pasir Putih
Kabupaten Muna, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat
berpengaruh sebagai wadah aspirasi dari masyarakat setempat.
Menurut La Ringgasa selaku anggota BPD, beliau mengatakan bahwa:

“BPD selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan

kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke pemerintah desa, dan

BPD selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa kepada masyarakat melalui pertemuan-

pertumuan ditingkat komunitas . *

% Firman Had
Pemerintahan

i, Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan
Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah. Jurnal limiah, Universitas Mataram. hal 13.

*" 1bid. hal 10.
% \Wawancara
Kogholifano.

Penulis dengan La Ringgasa, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa
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Aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat oleh BPD
dilakukan melalui mekanisme atau cara ;

1) Penyampaian langsung kepada BPD
“Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang
pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama
dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada
di lingkungannya (RW) » 39

2) Penyampaian melalui Tokoh Masyarakat dan tokoh agama,
seperti apa yang di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat
yaitu Bapak Husen :
“BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui Tokoh
Masyarakat yang ada di Dusun, karena banyak juga aspirasi
masyarakat yang di sampaikan oleh masyarakat bukan langsung
kepada anggota BPD, melainkan kepada Tokoh masyarakat dan

tokoh agama, ini mungkin saya sadari bahwa kurang taunya
masyarakat mengenai tugas BPD ”.*°

Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis,
berdasarkan informasi dari beberapa informan juga mendapatkan
informasi, bahwa masih ada beberapa warga masyarakat belum
mengetahui adanya PERDES terkait APBDes dan peraturan lain yang
sifatnya wusulan dari masyarakat untuk mendukung percepatan
pembangunan di Desa Kogholifano. Seperti hasil wawancara yang di
lakukan peneliti kepada warga masyarakat di desa baik didusun
Kotomunano maupun didusun samudra. Wawancara Dengan Ibu

Nurmila, Beliau mengatakan bahwa:

% Wawancara Penulis dengan Kartina, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
“0 Wawancara Penulis dengan Husen, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
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“saya tidak tahu ada peraturan desa yang di kampung sini,
yang jelas selalu diadakan pertemuan Dibalai Desa antara
pemerintah desa dengan BPD dan masyarakat ",

Pendapat senada di sampaikan oleh lbu Wa Odah yang
mengatakan:

“Kalau di kampung sini saya tidak tahu persis adanya

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa dalam

mendukung pembangunan Didesa Kogholifano, tetapi sering
diadakan pertemuan”.

Pendapat yang hampir sama pula di sampaikan oleh Bapak La
Ode Adam selaku warga masyarakat, tidak berbeda jauh dengan yang
di sampaikan Ibu Nurmila dan Ibu Wa Odah, Beliau mengatakan:

“saya tidak tahu apakah didesa ini ada peraturan desa atau

tidak, cuman ada informasi masyarakat pernah ada rencana

usulan untuk mengatur masalah istrik karena listriknya disini

menggunakan mesin yang diadakan oleh desa bukan dari PLN

dan menyala hanya sampai jam 12 malam”. 43

Dari hasil penelitian ini menunjukkan masih ada beberapa
warga masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya peraturan
desa, tetapi sebagian besar masyarakat termaksud para tokoh-tokoh
yang ada didesa Kogholifano menyatakan bahwa pemerintah desa
telah menerbitkan dua peraturan desa yang mengatur tentang APBDes
dan RPJMDes. Untuk peraturan desa yang mengatur tentang
pelaksanaan teknis pekerjaan dilapangan guna mendorong

pembangunan di desa kogholifano sampai saat ini belum ada, hal ini

> Wawancara Penulis dengan Nurmila, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
“2 \Wawancara Penulis dengan Wa Odah , tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
3 Wawancara Penulis dengan La Ode Adam , tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.
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sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Zuraida salah satu
masyarakat di Dusun Kotomunano mengatakan:

“sepengatahuan saya ada peraturan desa yang dibuat yang
mengarur tentang APBDes dan RPJMDes » 4

Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh Bapak Jurdin
sebagai Tokoh Pemuda Dusun Samudra, yang mengatakan:

“peraturan desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa tahun

2020 ini mengenai APBDes” dan kalau untuk peraturan desa

yang mengatur hal teknis guna mendorong pembangunan

didesa kogholifano itu baru wacana dimasyarakat khusus

pengelolaan listrik”.*

Informasi tersebut didukung dengan pernyataan oleh KAUR
Pemerintahan Desa Kogholifano Bapak La Ode Tafirudin beliau
mengatakan:

“lya ada peraturan desa, yang berhubungan dengan APBDes

dan RPJMDes dan masyarakat yang aktif mengawal jalannya

pemerintah itu meraka tau . *°

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan
apa yang penulis dapatkan di lapangan, terkait identifikasi peraturan
desa yang merupakan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Kogholifano
belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali,
menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat
belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan

bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa

* Wawancara Penulis dengan Zuraida, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
“ Waancara Penulis dengan Jurdin, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
*6 Wawancara Penulis denganLa Ode Tafirudin, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.
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Kogholifano tidak mengetahui adanya peraturan desa yang sudah
ditetapkan. Selain itu ada peraturan teknis yang diharapan masyarakat
guna mendorong percepatan pembangunan didesa tetapi ini hanya
sebatas wacana, hal ini karena masyarakat dalam menyampaikan
aspirasinya tidak formal serta pelaksanaan fungsi dan tugas BPD

belum optimal.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya  kemungkinan penyelewengan  atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara
efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu
aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi

mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.*’

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan
salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk.
Pengawasan olen BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
Kogholifano yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD.
Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya

penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam

" Moch. Solekhan, 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat,
Setara press, Malang, hal 79.
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penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD desa
Kogholifano konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap
bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan,
dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan
Sekretaris Desa Kogholifano Bapak La Ode Muhammad Ali Bakri,
beliau mengatakan:

“Setiap kegiatan dari pemerintah desa selalu diawasi oleh
BPD, jadi setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain BPD selalu di
libatkan **®

Selaras dengan apa yang di katakan Bapak La Ode Muhamad
Ali Bakri, pendapat dari ketua BPD Kogholifano Bapak La Ode
Mushabil, beliau menyatakan:

“Kami selalu mengawasi jalannya pemerintahan desa, baik
yang berhubungan dengan pembangunan desa, pemberdayaan
masyarakat, pembinaan masyarakat. Itu semua di awasi oleh
BPD agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang di
lakukan oleh pihak pemerintah desa, contohnya juga jika ada
pembangunan fisik seperti pemasangan jaringan perpipaan
dan pemasangan metern listrik. biasanya kami turun untuk

. 2 49
meninjau langsung pembangunan tersebut”.

Berjalannya fungsi pengawasan ditunjukkan telah diterimanya
laporan pertanggung jawaban kegiatan oleh BPD. Dalam wawancara
dengan La Ode Abdul Jabar selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa

Kogholifano , beliau menyatakan bahwa :

“8 \Wawancara Penulis dengan Muhamad Ali Bakri, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.

*Wawancara Penulis dengan La Ode Mushabil, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.
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“Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan
diterima setelah sebelumnya diadakan pandangan atau
tanggapan terhadap materi laporan, dalam pandangan atau
tanggapan terhadap laporan pertanggung jawaban Kepala
Desa ini, juga disampaikan saran-saran BPD kepada Kepala

Desa”.°

Hal ini di benarkan oleh ketua BPD desa Kogholifano dari

hasil wawancara yang mengatakan:

“Laporan pertanggung jawaban kepala desa kepada BPD
selalu di sampaikan. Dan mengundang tokoh masyarakat,
kepala dusun, tokoh agama, tokoh pemuda sebagai perwakilan
masyarakat setempat dan hasil dari pertanggung jawaban
tersebut yang di sampaikan tokoh masyarakat atau Kepala
Dusun kepada warga masyarakat di setiap dusun ”.>*

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas , kewenangan,

hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir
tahun anggaran.

Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap

akhir tahun anggaran.>

5% Wawancara Penulis dengan La Ode Abdul Jabar, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.

5! La Ode Mushabil (44 Tahun), Ketua BPD Desa Kogholifano, Wawancara, Kogholifano, 07

September 2020.

°2 Republik Indonesia, Undang-Undang Rl Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab V, Pasal 27.
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Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.

b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang
digunakan untuk pembangunan desa.

c. Memantau secara langsung ke lapangan pada saat proses

pembangunan fisik yang ada di desa.

Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu Tokoh masyarakat
yaitu bapak La Ode Sarafu, yang mengatakan bahwa:
“Yang saya lihat bentuk pengawasan yang di lakukan oleh
anggota BPD, itu mereka biasanya langsung turun meninjau
proses pembangunan yang sedang di laksanakan, contohnya
seperti ketika ada pengerjaan pemasangan meteran listrik,
pengerjaan jaringan perpipaan, BPD tersebut langsung turun
untuk meninjau pengerjaanya’.
Tidak jauh berbeda dari apa yang di kemukakan oleh Bapak La
Ode Sarafu salah satu tokoh masyarakat di desa kogholifano, pendapat

dari Bapak Hayudin mengatakan:

“Pelaksanaan salah satu fungsi BPD yaitu mengawasi jalannya
peraturan desa, menurut saya sudah cukup baik di tandai dengan
rutinnya anggota BPD meninjau secara langsung jika ada pengerjaan
pembangunan fisik di desa, dan juga aktif memberikan masukan

kepada pemerintah desa“.>

Dari pernyataan masyarakat Bapak La Ode Sarafu dan bapak

Hayudin menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan desa dapat

%% Wawancara Penulis dengan La Ode Sarafu, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa
Kogholifano.
> Wawancara Penulis dengan Hayudin, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.
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mendorong percepatan pembangunan yang ada didesa kogholifano,
hal tersebut dikuatkan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Ali
Bakri selaku Sekretaris Desa Kogholifano, beliau mengatkan :
“iya dengan adanya peraturan desa dapat mendorong
percepatan pembangunan di Desa Kogholifano baik dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan diharapakan bisa

berkelanjutan apa yang pemerintah desa kerjakan sehingga
masyarakat bisa menikmati pembangunan yang ada”. >

Pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa,
dimudahkan juga partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Dalam
proses penyelenggaraan Pemerintahan partisipasi masyarakat adalah
satu hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat masyarakat
sebagai objek semata. Hasil penelitian penulis berdasarkan informasi
dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan
partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sudah
cukup baik, disamping itu apabila terdapat perbedaan pandangan
antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam pelaksanaan kegiatan
selalu diutamakan musyawarah mufakat dan pemerintah desa pun saat
ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang telah di atur. Hal tersebut di buktikan, BPD desa Kogholifano
belum pernah memberi laporan kepada Bupati perihal penyelewengan

yang dilakukan PJ. Kepala Desa yang saat ini.

> Wawancara Penulis dengan Muhamad Ali Bakri, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.
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Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa merujuk pada hasil
MUSRENBANG Kabupaten, yang merupakan usulan aspirasi
masyakat dan disepakati bersama antara pemerintah desa, BPD dan
masyarakat. Dari hasii MUSRENBANG tersebut ada beberapa
kegiatan sebagai skala prioritas untuk dilaksanakan tahun anggaran

2020 sebagali berikut :

No. Jenis Kegiatan

1. | Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan

2. | Pengadaan dan Pemasangan Meteran Listrik

3. | Pembangunan Gedung Posyandu

4. | Pembangunan Gedung Serba Guna

5. | Rehab Rumah Tidak Layak Huni

6. | Pengadaan Alat Tangkap lkan (Pukat)

7. | Pengadaan Peralatan Pertukangan

8. | Pelatihan/Bimtek Perangkat Desa

Sumber Data: RPJM Desa Kogholifano Tahun Anggaran 2020

Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah desa aktif
mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipatif
pembangunan di Desa Kogholifano guna percepatan pelaksanaan
kegiatan. Hasil observasi lapangan menunjukan untuk Pengadaan dan
Pemasangan Jaringan Perpipaan dan Pengadaan dan Pemasangan

Meteran Listrik itu sudah terealisasi, tetapi ada beberapa kegaiatan
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yang belum dilaksanakan dan ini disebabkan oleh adanya Wabah
Pandemi Covidl9 sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk
penanganan wabah tersebut. Informasi ini didukung dengan
pernyataan Bapak Muhamad Ali Bakri selaku Sekretaris Desa
Kogholifano, mengatakan bahawa:
“dari usulan kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes, yang
terlaksana itu pertama Pengadaan dan Pemasangan
Perpipaan baik didusun kotomunano maupun didusun

samudra dan yang kedua pengadaan dan pemasangan meteran
listrik di dusun samudra”.>®

Pendapat senada disampaikan oleh Bapak La Ode Mushabil
selaku Ketua BPD Desa Kogholifano, beliau mengatakan bahwa :
“sejauh pantauan kami sampai saat ini, kegiatan yang
terealisasi itu baru pemasangan perpipaan dan pemasangan
meteran listrik. Memang ada banyak kegiatan yang
seharusnya dilaksanakan tetapi dengan adanya korona

beberapa kegiatan dialihkan anggaranya bahkan pekerjaan
dilapanganpun terkendala”.”’

Pemerintah desa ditahun anggaran 2020 ini tidak terlalu meniti
beratkan pada kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa Kogholifano,
tetapi fokus pada penanganan Covidl9 sebagai upaya dalam
mengatasi pandemi Covid19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19.
Dan segala kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah desa selalu
berkoordinasi dengan BPD, kemudian hasil keputusan tersebut

disampaikan kepada masyarakat masyarakat. Koordinasi dan

*® Wawancara Penulis dengan Muhamad Ali Bakri, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.

" Wawancara Penulis dengan La Ode Mushabil, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa

Kogholifano.
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musyawarah mufakat antara pemerintah desa dan BPD merupakan
langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kerjasama
sebagai upaya pembangunan didesa koholifano, seperti yang
disampaikan oleh Bapak La Ode Abdul Jabar selaku Pelaksana
Jabatan Kepala Desa Kogholifano, beliau mengatakan:

“pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD sebagai

upaya dalam meningkatkan kerjasama, disamping itu kita juga

adakan pertemuan-petemuan untuk bermusyawarah dalam

»» 58
menetapkan suatu keputusan”.

Pendapat Bapak La Ode Abdul jabar ini bersesuaian dengan
pernyataan Bapak La Ode Mushabil selaku Ketua BPD Desa
kogholifano, beliau mengatakan bahwa :

“dalam meningkatkan kerjasama, BPD dan pemerintah desa

dilakukan pertemuan untuk menyepakati segala kebijakan dan

juga selalu berkoordinasi agar pelaksanaan kegiatan

dilapangan berjalan dengan baik”>®

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
pembangunan di Desa Kogholifano, dapat meningkatkan kerjasama antara
pemerintah desa, BPD dan masyarakat mulai dari perencanaan pelaksanaan
kegiatan, pengawasan sampai pada keberlanjutan kegiatan. Dalam
pelaksanaan kegiatan menitik beratkan pada kepentingan masyarakat umum
dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan guna meningkatkan taraf
hidup masyarakat itu sendri. Hasil penelitian penulis berdasarkan informasi

dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan

*8 Wawancara Penulis denganLa Ode Abdul Jabar, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa
Kogholifano.

% Wawancara Penulis dengan La Ode Mushabil, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa
Kogholifano.
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kerajasama pemerintah desa dan BPD dalam hal pelaksanaan kegiatan sudah
cukup baik, pemerintah desa menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD. Namun
masih adanya beberapa masyarakat yang kurang paham mengenai fungsi
Badan Permusyawaratan Desa, ini juga menjadi penyebap kurangnya
partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut di
buktikan dengan adanya beberapa masyarakat yang tidak mengetahui hasil
MUSRENBANG tentang kegiatan kegiatan skala prioritas pembangunan

Desa yang tertuang di dalam RPJMDes.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berbicara mengenai efektivitas hukum maka kita berbicara tentang
sebuah penilaian terhadap sistem hukum yang kompleks. Terdapat berbagai
macam komponen/faktor/unsur yang bekerja, saling berhubungan dan saling
mempengaruhi dalam suatu sistem hukum yang mana ketika semua faktor
bekerja dengan baik maka dapatlah dikatakan suatu sistem hukum bekerja
dengan dengan efektif.

Dalam kaitannya berlaku efektifnya hukum dengan budaya hukum
masyarakat, maka kita berbicara sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau
tidak ditaati untuk dapat dikatakan bahwa hukum berlaku efektif didalam
masyarakat. Untuk menjadi efektif, tidak serta merta terjadi begitu saja,
tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang

diperoleh dilapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
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pelaksanaan kerja sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa, yaitu:

1) Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ada beberapa faktor

yang mendukung efektifitas pelaksanaan kerja sama Pemerintah

Desa dan BPD vyaitu:

a)

b)

Partispasi Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD
dan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa.
Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat
kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak
untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari
masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk
juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari
masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan

pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan.

Kerja sama Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa(BPD)

Salah satu faktor pendukung efektifitas fungsi BPD
adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah

Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan senantiasa
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menghargai dan menghormati satu sama lain., serta adanya niat
baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Sama halnya dengan pola koordinasi dalam pelaksanaan
musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan BPD
merupakan salah satu langkah yang dapat meningkatkan
kerjasama sebagai upaya pembangunan didesa koholifano,
seperti yang disampaikan oleh Bapak La Ode Abdul Jabar
selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa Kogholifano, beliau
mengatakan:

“pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD

sebagai upaya dalam meningkatkan kerjasama,

disamping itu kita juga adakan pertemuan-petemuan
untuk bermusyawarah dalam menetapkan suatu

) 60
keputusan”.

2) Faktor penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan ada beberapa
faktor yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan kerja sama

pemerintah desa dan BPD, yaitu:

a) Sarana atau kantor Badan Permusyawaratan Desa
Berdasarkan  hasil  obserfasi dilapangan, Badan
permusyawaratan desa dalam melaksanakan tugasnya sangat
membutuhkan wadah sebagai sekretariat yang dapat digunakan

dalam melakukan segala kegiatannya, mulai dari perencanaan

80 Wawancara Penulis dengan La Ode Abdul Jabar, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa
Kogholifano.
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b)

dan pengadministrasian juga dapat menjadi tempat bagi
masyarakat untuk mengajukan aspirasinya langsung kepada
anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Wadah atau tempat beruba kantor sangat dibutuhkan
Badan Permusyawaratan Desa demi terorganisasinya seluruh
kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan
jalur komunikasi dan koordinasi.

Kurangnya sosialisasi terkait fungsi BPD

Menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting demi
terciptanya evektifitas fungsi BPD, sperti yang telah dijelaskan
dalam pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, apa yang
menjadi keluhan masyarakat harus tersampaikan kepada
pemerintah desa, disini BPD berperan untuk menyerap,
menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi
masyarakat desa.

Maka  dibutuhkan  sosialisasi fungsi badan
permusyawaratan desa (BPD) dari pemerintah desa maupun dari
BPD itu sendiri, ini diharapkan agar masyarakat dan anggota
BPD dapat memahami fungsinya masing-masing, namun yang
terjadi dilapangan sosialisasi tersebut tidak ada. Sosialisasi ini
sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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c) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dari penduduk desa Kogholifano
yang masih kurang, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan
masyarakat di desa kogholifano ini masih relatif rendah.
Berdasarkan data dari profil desa tahun 2019 menunjukkan,
bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas masih
berpendidikan dasar, yaitu: 0,56% tidak berpendidikan, 56,35%
berpendidikan SD, 15,93% berpendidikan SLTP, 20,11%
berpendidikan SLTA dan 7,02% berpendidikan diploma/starata
satu.”!

Karna itu sangat wajar jika daya kritis masyarakat relatif
rendah, dan cenderung menfigurkan tokoh masyarakat sebagai
panutan mereka untuk berpendapat atau bertindak. Tingkat
pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat
yang ada di desa kogholifano cenderung tidak peduli akan hak
partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat
dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran
ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk
terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk
memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah
kebijakan. Kondisi ini di sebabkan oleh rendahnya pendidikan

politik masyarakat. Karna itu, dalam hal urusan pemerintahan

®1 Data tingkat pendidikan penduduk, dari profil Desa Kogholifano.
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dan pembangunan desa, mereka cenderung memfigurkan tokoh
masyarakat yang dipandang bisa mewakili dan menyalurkan
aspirasinya dalam bersikap dan bertindak.

Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh salah satu
tokoh pemuda Desa Kogholifano yaitu Bapak Muhammad
Adibin Surya:

“Pemerintah desa dan BPD harus mampu memahami
kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat
terkadang mampu menjadi pendukung ataupun
penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan
ataupun sumber daya manusia berbeda-beda, oleh
karena itu dibutuhkan inovasi dari Pemerintah desa dan
BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi
dan diterima dengan baik oleh masyarakat”.%?

82 \Wawancara Penulis dengan Muhammad Adibin Surya, tanggal 7 September 2020, di Kantor

Desa Kogholifano.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliatian yang diperoleh dari berbagai wawancara dan
observasi pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam
pembangunan desa di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten

Muna, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
pelaksanaan pembangunan di Desa Kogholifano, dalam menetapkan
Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari tahap
perancangan, perumusan dan penyusunan peraturan Desa telah
dilaksanakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yakni Pasal 55
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintah desa menitikberatkan pada kepentingan masyarakat umum
dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan guna meningkatkan taraf
hidup masyarakat itu sendri.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Kogholifanono diantaranya
yaitu :

a. Partisipasi Masyarakat,

b. Pelayanan publik,
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c. Kerja sama Pemerintah Desa dengan badan Permusyawaratan
Desa

d. Sarana atau kantor Badan Permusyawaratan Desa,

e. Kurangnya sosialisasi terkait fungsi BPD

f. Sumber daya manusia

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang

perlu diperhatikan antara lain :

1. Untuk menentukan keberhasilan pemerintah desa dan BPD dalam
perancangan peraturan harus dilakukan kerjasama dengan pemeritah
kabupaten muna dan perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum untuk
memberikan pembekalan mengenai Legal Darfting kepada BPD dan
pemerintah desa.

2. Perlunya memberikan pemahaman agar masyarakat tidak pasif dan mau
bertindak aktif untuk ikut berpartisipai dalam kegiatan Desa, membangun
komunikasi yang dialogis dan harmonis untuk memberikan pemahaman
tentang hak dan kewajiban masyarakat dan penjelasan tentang tujuan

pembangunan di Desa.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN | : DAFTAR NARASUMBER

1. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

2. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

3. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

4. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

5. Nama
Umur

Pekerjaan

: La ode Abdul Jabar, Spd., Mm.

: 43 Tahun

: PJ. Kepala Desa Kogholifano

: Desa Pola, Kec. Pasir Putih, Kab. Muna

: Muhamat Ali Bakri

: 28 Tahun

: Sekretaris Desa

: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
: Wa Nani

: 28 Tahun

: Bendahara Desa

: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab. Muna
: La Ode Mushabil

: 39 Tahun

: Ketua BPD

: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
: La Nasrudin

: 35 Tahun

: Wakil Ketua BPD
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Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
Nama : Kartina
Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Bendahara BPD

Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
Nama : La Ringgasa
Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Anggota BPD

Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna

Nama . Abungkari

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Kepala Dusun Samudera

Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna

Nama : La Odea Tafirudin

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan . Kaur Pemerintahan

Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
. Nama : La Ode Mbaliana

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
. Nama : Ushar

Umur 148 Tahun



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pekerjaan
Alamat
Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat
Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat
Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat
Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat
Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

Nama

: Nelayan (Tokoh Masyarakat)
: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .
: Husen

: 36 Tahun

: Nelayan (Tokoh Masyarakat)
: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .
: Nurmila

: 53 Tahun

. Ibu Rumah Tangga (Masyarakat)
: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .
: Wa Odah

: 40 Tahun

. Ibu Rumah Tangga (Masyarakat)
: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .
: La Ode Adam
: 50 Tahun

: Tokoh Adat

: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .
: Zuraida

: 25 Tahun

: Masyarakat
: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .

2 Jurdin

Muna

Muna

Muna

Muna

Muna

Muna
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18.

19.

20.

Umur
Pekerjaan
Alamat
Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat
Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat
Nama
Umur
Pekerjaan

Alamat

: 21 Tahun

: Tokoh Pemuda

: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .
: La Ode Sarafu

: 42 Tahun

: Tokoh Masyarakat

: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .
: Hayudin

: 38 Tahun

: Nelayan

: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .
: Muhammad Adibin Surya

: 22 Tahun

: Mahasiswa (Tokoh Pemuda)

: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab .

Muna

Muna

Muna

Muna

63



DOKUMENTASI

LAMPIRAN 11

Wawancara bersama Bapak Abungkari
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Wawancara bersama bapak La Ode Mbéliana
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